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BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURANBUPATIMUSI BANYUASIN
NOMOR 69 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARANPERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN
ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH

TAHUNANGGARAN2020

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2021

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020, Bupati

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 sebagai

rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan

APBDTahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati

Musi Banyuasin tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2020;

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera

Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1821);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

PengeIoIaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepubIik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

RepubIik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana teIah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepubIik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

PengeIoIaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 ten tang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5268);
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ten tang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5155);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan KineIja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Penge10laan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 ten tang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Musi Banyuasin, sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020

ten tang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 9);
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Menetapkan

15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 ten tang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi

Banyuasin Tahun 2019 Nomor 8);

16 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor Tahun

2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembar

Daerah Kabupaten Mus Banyuasin Tahun 2021 Nomor ).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2020 terdiri dari :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 353.989.261.395,82

b. Dana Perimbangan Rp. 2.616.717.099.093,00

c. Lain - lain Pendapatan Daerah Rp. 569.953.333.737,00
yang Sah

Jumlah Pendapatan Rp. 3.540.659.694.225,82

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

(I) Belanja Pegawai Rp. 807.612.409.527,00

(2) Belanja Bunga Rp. 19.894.751.077,00

(3) Belanja Subsidi Rp. 46.193.540.000,00

(4) Belanja Hibah Rp. 20.975.758.835,00

(5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 311.000.000,00
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(6) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 454.543.447.614,10
Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten / Desa

(7) Belanja TidakTerduga Rp. 1.355.789.200,00
Jumlah BelanjaTidakLangsung Rp. 1.350.886.696.253,10

b. Belanja Langsung
(1) Belanja Pegawai Rp.
(2) Belanja Barang dan Jasa Rp.
(3) Belanja Modal Rp.

Jumlah Belanja Langsung
Jumlah Belanja Rp.

Surplus Rp.

3. Pembiayaan:
a. Penenmaan Rp.
b. Pengeluaran Rp.

Jumlah Pembiayaan Netto Rp.
SILPA Rp.

Pasal2

41.894.591.484,00
1.194.092.445.914,73
790.704.925.338,91

2.026.691.962.737,64
3.377.578.658.990,74

163.081.035.235,08

691.747.536.094,00
179.223.248.634,00
512.524.287.460,00
675.605.322.695,08

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan

realisasi anggaran.

Pasal4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5



Pasa15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
Pada tanggal 28 Juni 2021

BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 28 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATENMUSI BANYUASINTAHUN 2021 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALABAGIAN HUKUM,

ROMASARI PURBA, SH., M.Si
NIP. 198007151999032003
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